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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik

kesimpulan:

L.

Kantor Pos Mail Processing Center Yogyakarta sebagai perusahaan
pemberi pekerjaan atau sering disebut sebagai pengguna jasa pekerja
(user) mempekerjakan pekerja oufsourcing dalam kegiatan utamanya
karena kurangnya pekerja yang melaksanakan tugas utama Kantor Pos
Mail Processing Center Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan dan menekan pengeluaran perusahaan serta adanya kebijakan
perusahaan yang belum akan menggangkat pekerja tetap dalam waktu
dekat ini. Faktor lain yang ikut mendukung terjadinya hal tersebut diatas
adalah faktor dari PT. Dapensi Trio Usaha sebagai perusahaan penerima
pekerjaan yang ingin mendapatkan keutungan demi kelangsungan
perusahaan melalui menyediakan jasa pekerja untuk ditempatkan
diberbagai bagian yang dibutuhkan oleh Kantor Pos Mail Processing
Center Yogyakarta meskipun penempatan pekerja outsourcing tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga
karena adanya faktor pekerja yang tidak tahu dan tidak paham mengenai
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 serta

adanya faktor ketidakjelasan dari Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003
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dalam mengatur kriteria kegiatan pokok dan kegiatan penunjang (core

bussines).

. Pekerja outsourcing yang ditempatkan di Kantor Pos Mail Processing

Center Yogyakarta hanya mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan
berupa rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat
inap sehingga pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja
outsourcing yang ditempatkan di Kantor Pos Mail Processing Center
Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-
Undang Nomer 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena
adanya faktor dari Kantor Pos Mail Processing Center Yogyakarta yang
merasa tidak wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan karena
tidak adanya hubungan kerja dengan pekerja outsourcing, faktor dari PT.
Dapensi Trio Usaha yang tidak paham mengenai pelaksanaan jaminan
pemeliharaan kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomer 3 Tahun 1992 , faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari
pekerja mengenai pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai
Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan adanya faktor
diskriminasi dalam perjanjian kerja yang menyatakan bahwa pekerja
outsourcing dianggap lajang atau belum menikah yang mengakibatkan
pekerja outsourcing tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan
yang semestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomer 3

Tahun1992.
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B. Saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa:

. PT. Dapensi Trio Usaha harus lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja
outsourcing yakni melalu jaminan pemeliharaan kesehatan dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja outsourcing dan keluarganya.

. Kantor Pos Mail Processing Center Yogyakarta dalam rangka
mewujudkan tujuannya meningkatkan kinerja perusahaan wajib dapat
menggangkat pekerja tetap sehingga dapat menjalankan kegiatan pokok
perusahaan tanpa melanggar ketentuan yang ada.

. Pekerja outsourcing harus lebih peka akan hak-hak yang seharusnya
didapatkannya dalam rangka untuk meningkatkan kesejaheraan bagi
pekerja outsouring itu sendiri dan keluarganya.

. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian dalam hal ini
pengawasan terhadap pelaksanaan oufsourcing agar terciptanya
perlindunan bagi pekerja outsourcing serta diharapkan dapat menyediakan
lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka penggangguran yang

semakin meningkat.
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PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Nomor. 304/PKWT-01/ DTU/ 0808

‘Pada hari nn, Selasa tanggal Duapuluh enam bulan Agustus tahun Duaribu Delapan, kami
yang Tx.mmda mng:m di bawah ini :

1. Nama : ANTQJ_BUDIARSO
Jabatan : Kepala (abang .
" Alamat : PT. DAPENSLTRIO USALIA Caba

ng Semarang
Jl. Sisingamangaraja 45 Semarang 50253

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi FT.
Dapensi Trio Usaha, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

. Nama . ENDRA PAMUJI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahic : Gunung Kidul / 06 Agustus 85

Pendidikan : SLTA .

Alamat : Logandeng RT.22/05 Playen Gunung Kidul
" Telepon T 0274-6884335 ' o

RN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

v

PIHAK PERTAMA dau PH 1AK KEDUA telah miencapai kata wpakﬁkl dan mengikat diri satu

| kepada yang lain umuk mengadakan perjanjian dengan kctf‘muan ‘dan syarat-syarat sebagai

beiikut
Pasal 1

JENIS DAN RUANG LINGKUP.

i

(1) PINAK I’ER'I‘AMI\.mcmlx‘.l'ikﬂu tugas fx'.kmjﬂé-m dan tangguing jawab kepada PIHAK KEDUA

dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut serta mengikat dirt untuk melaksanakan
pekerjann sebagai Tenaga Kerja Wakia Tertentu di Kantor MPC YOGYAKARTA Wilayah
Keéha Kantoi-Wilayall Usaha Pos VI JAWA TENGALL - DIY

{2) PIHAK PER’I‘AMA sewaktu-waktu dapat, mcn;,ubah, menambah dan atau. mengurangi
tugas terschut pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan kebutuhan PIHAK I’LY‘TAMA dan

atau }"xh.lk dimana PIHAK KEDUA ditugaskan.

Pasal 2
STATUS PEKERJA DAN SIFAT HUBUNGAN KERJA

(1} PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia untuk bekerja pada PIHAK PERTAMA
dengan status sebagai karyawan kontrak dalam hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja
Waktu Tertenin (PRKWT) yang ditempatkan di KANTOR MPC YOGYAKARTA, wilayah kerja
Kantor Wilayah Usaha Pos VI JAWA TENGAH - DIY

(2) PIHAK KEDUA menyadari sepenulinya dan menyetujui bahwa hubungan kerja yang
‘dimaksud dalam perjanjian kerja ini tidak untuk dipersiapkan menjadi calon pegaveat
tetap PT. Pos indonesia (Persero) maupun pegawai tetap PT. Dapensi Trio Usaha.

(3) PIHAK KEDUA setuju bahwa status perkawinan yang diakui PIMAK PERTAMA dalam
perjanjian ini adalah lajang/belum menikalh.

Pasal 3
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA

Perjanjian ind bexlalkcu mulai tanggal 07-08-2008 dan berakhir dcng:m sendirinya tanpa syamat
apapun pada tanggal 81-12-2008, kecuali PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran
disiplin,mengundurkan diri atau Pihak Pemberi Kerja mengakhiri perjanjian kerja sama

sehelum wakn berakhir,

PKWI-0) : ' * (\vn'mun;m T i dabuman,
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: Pasal 4 ;
HARI KERJA, JABM KERJA DAN LEMBUR '

‘1) PIHAK KEDUA waJi1b mentaati ketentuan waktu kerja yang dxtctapkan oleh FIHAK
PERTAMA yaitu 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluhb) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari kerja seminggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) Jam 1 {satu) minggu | untuk 5 (lima) hari ketja seminggu.

8) Untuk menjamin kélancaran kegiatan operasional, PIHAK PERTAMA dapat mengatus
' penjadwalan waktu kerja secara bergilir atau shzﬁ kepada PIHAK KEDUA dengan tetap
mengacu ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).

-3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan melebihi ketentuan dalam Pasal (1),

| kelebihan tersebut dihitung sebagai kerja lembur dan PIHAK KEDUA berhak untuk
menerima Upah Lembur yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dimana PIHAK KEDUA beketja.

rl) Kerja Lembur merupakan perintah PIHAK PERTAMA atau Pihak Pemberi Kerja kepada

-PIHAK KEDUA dan bersedia melaksanakan perintah kerja lembur atas kcinglnan dan
inisiatif sendiri. Sebelum melakukan kerja lembur, PIHAK KEDUA harus mengisi SPKL
(Surdt Perintah Kerja Lembur) yang disetujui dan di tanda tangani oleh PIHAK PERTAMA

- atau atasannya atau penanggung jawab unit kerja PT. Pos Indonesxa (Persero) yang diberi
wewenang oleh PIHAK PERTAMA

5) Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud ayat(3) dan (4) pasal ini menjadi tanggung

Jjawab Unit Kerja dimana PIHAK KEDUA dipekerjakan. i

| t

f B . Pasal5

i - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

g

) Hak PIHAK PERTAMA

‘ a. Berhak melakukan pemutusan hubungan kcr_;a kepada PIHAK KEDUA tanpa suatu
i syarat dan tuntutan apapun dikarenakan alasan mendesak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, melanggar ketentuan-ketentuan lain termasuk Pasai 1 ayat

(2) perjanjian ini.

. Ll
b.. Berhak mengubah, menambah dan atau mengurangi tugar& tetsebut pada ayat (1)
perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan atau Pihak dimana

? PIHAK KEDUA"dltugaskan

’) l-lak PIHAK KEDUA [ ?
Berhak menerima upah bulanan/gaji sebesar UMK/UMP/UMR setempat ditambah
Tunjangan Pangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan setiap
bulan pada tanggal 1 (satu) atau tanggal berikutnya apabxla tanggal satu Jatuh pada
hari libur.,

b. Berhak menerima tunjangan lainnya apabila dalam perjanjian kerja sama PIHAK
PERTAMA déngan Pihak Pemberi Kexja terdapat tunjangan lain yang harus diterima.
PIHAK KEDUA.

¢. Berhak meénerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan(THR) yang nilainya dihitung
secara proporsional berdasarkan lamanya bekerja dalam 1 (satu) tahun, yang akan
dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

d. Berhak untuk diikutsertakan dalam Program Jamsostek (Jaminan Sosial lcnaga
Kerja) dengan perhitungan sebagaiinana tercantum dalam Pasal 8 perjanjian ini.

e. Berhak mendapatkan sumbangan/bantuan kesehatan dairi PIHAK PERTAMA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA untuk satu kali kasus
dalam satu bulan dengan cara mengirimkan kuitansi asli  dokter kepada PIHAK
PERTAMA dan pembayaran akan dilakukan di Kantor Cabang PIHAK FERTAMA.

f. 'Berhak menerima seragam kerja dalam bentuk natura dari PIHAK PERTAMA apabila.

dalam perjanjian kerja sama disepakati dengan Pihal Pemberi Kegja.

CWT-01 . o M}Inlnmmldari’?luﬂman
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an PIHAK PERTAMA

cmbenkan upah bulanan/ga_u kepada PIHAK KEDUA sebesar UI!XK/‘UMP/UMR
sempat ditambah Tunjangan Pangan sebesar Rp. 60.000,- (cnam puluh ribu
ipidh) per bulan setiap bulan pada tanggal 1 (satu) atau tanggal benkutnya apabila

. nggal satu jatuh pada‘han libur.

cmbenkan Tunjangarl uHan Raya Keagamaan(THR) kepada PIHAK KEDUA yang
’ dmnya dihiting secara proporsmnal berdasarkan lamznya bekerja dalam 1 (satu)
hun, yang akan dxbayarkan paling’lambat 1 (satu) mmggu sebelumnya

}L?mberikan tunjangan lainnya apabila dalam pcgannan kerfa sama PIHAK
#RTAMA dengan Pihak Pemberi Kerja terdapat tun_)angan lain yang harus diteritna

HAK KEDUA.

Iengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tcnaga
etja) dengan perhitungan sebagaimana tercanturn dalam Pasal 8 perjanjiati ini.

i(<:x'x'n"aenlca:n sumbangan/bantuan kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan
etctapan yang berlaku di PIHAK PERTAMA untuk satu kali kasus dalam satu bulan

cngan cara PIHAK KEDUA mengirimkan kuitansi asli dokter kepada PIHAK

‘R’I‘AMA dan pembayaran akan dxlakukan di Kantor Cabang PIHAK PERTAMA.

(aij memberikan seragam kerja dalam bentuk natura kepada PIHAK KEDUA
pabxla dalam pexjanpan kerja sama disepakati dengan Pihak Pemberi Kerja

ban PIHAK KEDUA

’Iajlb melaksanakan tugas dan tunduk pada pchanjlan y'mg telah chscpakatx'

ersama dengan PIHAK PERTAMA.

fapb melaksanakan tugas pekerjaan yang telah mtugaskan kcpadanya sebagaimana
imaksud dalam pasal 1 ayat (1} perjanjxan ini dengan scbaxk—baxknya dan penuh

asa tanggung Jjawab.

Vajib mengindahkan dan mentaati ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh
legara/Pemerintah, PIHAK PERTAMA maupun Pihak dimana PIHAK KEDUA

‘itugasikan.

Vajib menjunjung tinggi nama baik PIHAK PERTAMA dan atau Pihak dimana PIHAK
BDUA ditugaskan,

. Va_ub memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan atau Pihak dimana PIHAK
{EDUA ditugaskan dalam hal txdak dapat mclaksanakan tugas pekeqaan sebelum
ugas dimulai. : i

»Vaij tunduk pada Feraturan disiplin yang berlaku bagi pcgawzu PT. Dapensx
~rio Usaha.

Najib memulai dan mengakhiri pekerjaan secara tepat waktu, kecuali bila ada tugas
_ain yang harus selesai pada hari itu.

Bcrkewqjiﬁan sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan sesuai
lengan standar prosedur tetap yang ditetapkan PIHAK PERTAMA atau Pihak dimana

PIHAK KEDUA ditugaskan

Pasal 6
LARANGAN

$DUA dilarang :
enjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara / Pemerintah.

elakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan nama baik Negadra /
smefintah, PIHAK PERTAMA maupun Pihak dimana PIHAK KEDUA ditugaskan.

iengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain tanpa seizin ataupun scpcngctahuan
IHAK PERTAMA. P

q’vl‘.lalmm\n 3 dai 7 halaman
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2)

)

)

»

p.

Tenaga Kerja Kontrak Waktu Tertentu namungitidak diberikan upah/gaji
sebagamlan mestinya. Besar uang yang scharugm"% dltt‘:l‘lmcl oleh PIHAK KEDUA
akan dlalokasﬂcan untuk tenaga PHL yang mmggannk'an PIHAK KEDUA selama
m«,ma]am cuti bersalin tersebut.

d. Setelah selesai ménjalani cuti bersalin PIHAK KEDUA dapat bekerja kembali dan
mcncnma upah/gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan dan jzin meninggalkan tempat kerja lebilh dari 4 jam dalam sehari
dianggap tidak masuk bekerja
Pasal 12
GANTI RUGI

‘1) Apabila PIHAK KDDUA meninggal dunia sebelum masa perjanjian Kt".ljd bmaklm atau

PIHAK PERTAMA melakukan Pemutusan Hubungan Kertja kf-pada PIHAK KEDUA, maka
PIHAK PERTAMA membayar sisa upah bulan tersebut.

Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung atau tidak langsmlg yang
menimbulkan kerugian moril maupun material bagi PIHAK PERTAMA dan atau Pihak
dimana PIHAK KEDUA ditugaskan malka PIHAK KEDUA wajib wmengganti kerugian
menurut ketentuan ganti rugi yang berlaki.

Apabila PIHAK KEDUA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (mengundurkan: dis)
sehelum masa berlaku perjanjian sclesai, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti biaya
kompensasi sebesar sebulan gaji. -'

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal mrindl persclisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA diupayakan

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Apabila jalan musyawarah terschut pada ayat (1) pasal ini tdak tercapai, maka kedua
belah pihak sepakat untul menyvaelesaikan metalui jalar hukum sesuai dengan ketentoan
yang berjaku.

Pasal 14
PENUTUP

‘Pexjan_]l.m ké lja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), len 'bdl asli dibuat dalam kertas

bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan tnakaum \'mgusama. Setelah ditandatangani
oleh kedua hélah pihak lembar asli disimpan olet PIHAK PERTAMA dan lembar kedua.
disimpan oleh PIHAK KEDUA.

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani bersama tanpa adanya tekanan dari

_pihak mandpun dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, selanjutoya antuk

dipatuhi dan dilaksanalkan.

' PIHAK KEDUA ~ PIHAK PERTAMA
KEPALA CABANG

ENDRA PAMUJI

PEWT-M . C \‘uﬂm‘l danil 7 beafbonan
) v

‘Selama mt,njalam cuti bersalin tersebut, status PIF IAKI KEDUA masih tetap sebagai ‘
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Dalam hal pcngunduran diri, PIHAK KEDUA hatus mengajukan 1 {satu) bulan sebelum

tanggal efektif pengmr_lduran dirinya, kepada PIHAK PERTAMA, dan sampal dengan

. 'tanggal pengundur@p, diri tersebut, PIHAK KEDUA wajib -tetap bekerja dan
mcnyelesaxkan tugas, yang menjadi kewa_ubannya dengan baik,

Pelanggaran Pasal 10 ayat (4), PIHAK KEDUA setuju memberikan wewenané penuh :
ikepada PIHAK PERTAMA untuk menahan semua Hak PIHAK KEDUA yang belum
idiberikan. :

Dalam hal pengakhlran Pexjanjlan ini bukan karena ketentuan sebagaimana dimalcsud
\dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, Pasal 62 ayat (1), yaitu : pekerja
imeninggal dunia atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau adanya putusan
pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya
keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kegja, pceratucan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan beralkhirnya
‘hubungan kerja, kecuali Pasal 10 ayat (2) diatas, maka pihak yang mengakhiri
' Perjanjian ini-diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar tunjangan
- pokok sampai batas walktu berakhirnya jangka walctu pexjanjian kerja.

. vPIHAK PERTAMA akan tenggunakan tindakan d1s1phn kepada PIHAK KEDUA yang
‘berkaitan dengan performa kerja selama bertugas atau apabila PIHAK XEDUA
| melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
~atau KLIEN.

Pasal 11
‘ IJIN KERJA
Mcmnggalkan pekerjaan "hanya dapat dilalukan setelah mendapat ijin tertulis dari
' PIHAK PERTAMA dan atau pejabat yang berwenang di Unit Kegja tempat PIHAK KEDUA
: bekerja,

‘1_]111 meninggalkan pekerjaan yang diperbolehkan dan tetap dibayar adalah sesuai
.dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan; antara lain :

> a.Perknwinan : PIHAK KEDUA SeNQir vvivivininesiniivmmee eessesorne 3 hari
' - Anak '
b.Khitan/Baptis : Anak
. ¢.Kelahiran/Keguguran b €: s u SOOI TN USROS :
d.Kematian i : Suami/istri, Anak, Mcnantu ,Orang tha, Mcrtua 2 hari

| l_un karena salkit, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat ketcr'mgan dokter kepada
. PTHAK PERTAMA  dan atau kepada pejabat yang berwenang di Unit Kerja tempat PIHAK
- KEDUA bekerja , hari pertama PIHAK KEDUA kembali bekerja.

~ Apabila FIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan surat keterangan dolter seperti yang
. tertera pada ayat (2) maka PIHAK KEDUA sepakat untuk dianggap sebagai mangkir dan
PIHAK PERTAMA berhak untulk tidak membayar gaji pada hari terscbut.

- Apabila  PIHAK KEDUA  tidak haditr beketja tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA atau pejabat
yang berwenang di Unit Kerja tempat PIHAK KEDUA bekerja, gaji sclama tidak masuk
kerja tersebut tidak dibayarkan dengan perhitungan : setiap 1(satu) hari = gaji scbulan
dibagi 21 (dua puluh satu) jika semmggu 5 hari kerja atau 25 (dua puwluh lima} jika
dalam seminggu 6 hari kerja.

Menyimpang dari ketentuan pasal 2 ayat (3) perjanjian kerja ini, dalam hal PIHAK
KEDUA akan melahirkan dapat diberikan Cuti Bersalin dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. PIHAK KEDUA yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk cuti bersatin
kepada PIHAK PERTAMA yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di Unit Kerja
tempat PIHAK KEDUA bekerja.

b. Maksimal cuti bersalin yang diijinkkan adalah selama 3 bulan

"T-01 ’ : . %L[{nlammt 6 dari 7 halarnan
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[AK KEDUA akan mencnnia Tun_]angah Hari Raya Keagamaan(THR) yang nilainya
itung secara proporsional berdasarkan lamanya bekerja dalam 1 (satu) tahun yang
m dibayarkan paling lambat 1(satu) minggu scbelumnya

Pasal 8
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

-

l

|

f KEDUA berhak untuk dukutsertakan dalam Program Jamsostck yang dxmtung
rar UMK/UMR/UMP: ssetempat dengan perhitungan sebagai benkut : :

| Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 %

|« Jeminen Herl Tl sebesar 5,70%, 2% tanggungen PIHAK KEDUA

r Jaminan Kemat:an sebesar 0,30% :

Jamman Pemch'haraan Kesehatan 3%

Pasal 9
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

janjian ketja ini berakhir dalam hal :
- Masa yang felah disepakati/ditetapkan telah berakhir;

! : Sajah satu pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya;
PIHAK KEDﬂA meninggal dunia sebclum imasa petjanjian kerja berakhir;

PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani dan atau rohani sehingga tidak mampu
' melaksanakan tugas dengan baik dan tertib;

" PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan/atau

melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 perjanjian ini;

. PIMAK KEDUA melakukan tindakan langsung atau tidak langsung merugikan dan
-atau menurunkan citra PIHAK PERTAMA dan atau Pihak dimana PIHAK KEDUA
ditugaskan;

PIHAK KEDUA terlibat dalam kasus tindak pidana kejabatan;

, PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugasnya dan atau melakukan pcnyunpangan atas
tugas yang di berikan,

pabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan hubungan kerja secara
spihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan PIHAK
ERTAMA sebulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

Pasal 10 :
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA setiap saat dapat melakukan perutusan
hubungan kerja kepéda PIHAK KEDUA tanpa suatu syarat dan tuntutan apapun
dikarenakan sglasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
melanggar ketentuan-ketentuan lain termasuk Pasal 3

Jika PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari ketja

berturut-turut atau 8 (delapan) hari tidak berturut-turut, tanpa disertai keterangan

secara tertulis dengan bukti yang sah dan dimana KLIEN telah memberitahukan hal

tersebut képada PIHAK PERTAMA, maka PARA.PIHAK sepakat mengartikan ini sebagai

pengunduran diri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dan PARA PIHAK sepakat untuk

melepaskan kewajiban PIHAK PERTAMA dalam hal pemberian Surat Panggilan pertama
" dan kedua, seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA bersedia diputuskan hubungan kefjanya tanpa suatu syarat dan
tuntutan apapun pada PIHAK PERTAMA dan KLIEN bila tidak memenuhi target atau

. persyaratan lkerja yang ditetapkan dan disepakati olelh PTHAK KEDUA bersama PH“IAK
- PERTAMA dan/atau KLIEN. _

101 ' ,‘\"/Hnlnmm\ 5 dani 7 halaman
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dakukan kegiatan dan atau perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh
gara / Pemerintah, PIHAX PERTAMA maupun Pihak dimana PIHAK KEDUA

~ ugaskan. _ _ . ,

rpaka;an tidak rapi (pakaian kerja harus sesuai sengan pakaian kerja chmana
rIAK KEDUA ditempatkan).

Jakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan atau prosedur yang telah diatur oleh
taturan atau Undang-Undang yang berlaku.

embenkan keterangan palsu atau memalsukan keterangan / dokumen-dokumen
lmg berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

embongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang scharusnya dirghasiakan
-cuah untuk kepcntmgan negara.

:encemarkan nama baik PIHAK PERTAMA dan atau Pihak dimana PIHAK KEDUA
1tugaskan

_ [clakukan pcrbuatan asusila ditempat kerja atau dilingkungan perusahaan.

;engan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membzarkan dalam keadaan
ahaya selumh asset perusahaan atau asset Pihak dimana PIHAK DUA ditugaskan.

[

/Ielakukan penipuan* ;pencurian, atau pcnggclapan barang dan:i atau uang milik
)erusahaan maupuné lparang dan atau uang milik Pihak d:mana PIHAK KEDUA

utugaskan ]
{h3

VIabuk meminum #nmuman keras yang memabukkan memakai dan atau
Inengedark,‘an narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kertja.

Mcnyalahgunakan, memalsukan dan mengabaikan alat-alat, data-data maupun sistem
adininistrasi perusahaan dan atau Pihak dimana PIHAK KEDUA ditugaskan.

Menempel, menyebarluaskan pamflet-pamflet, pengumuman-pengumuman, isyu-isyu
dan - lain  scbagainya didalam lingkungan perusahaan yang dapat menimbullkan
keresahan, kerawanan dan gangguan keamanan Jainnya bagi perusahaan / karyawan.

Déngan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya
dalam keadaan bahaya di lingkungan perusahaan

‘Meélakukan perbuatan-pcrbuatan / tindakan-tindakan yang dapat mengganggu
ketenangan, ketertiban dan keamanan ketja diantara sesama rekan kerja di

‘lingkungan perusahaan.

‘Membawa- senjata api atau senjata tajam dalam ligkungan perusahaan, kecuali dengan
ijfin tértulis dari PIHAK PERTAMA dan atau atasan dimana PIHAK KEDUA ditugaskan
serta POLRIL ,

Mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan jabatan / kedudukan, xée‘wenang
atau harta benda milik perusahaan dan atau Pihak dimana PIHAK KEDUA ditugaslkan.

Mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagal calon pegawai PI' Pos Indonesia
(Persero) maupun pegawai tetap PT.Dapensi Trio Usaha.

Pasal 7
\H BULANAN, TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN (THR)& TUNJANGAN LAINNYA

IHAK KEDUA akan menerima upah bulanan/gaji sebesar UMK/UMP/UMR setempat

itambah Tunjangan Pangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan.

umangan lainnya akan dibetikan apabila dalam perjanjian kerja r7an1a PIHAK PERTAMA
engan Piidk Pemberi Kerja terdapat tunjangan lain yang wajib diterima P[HAK KEDUA.

h

Jpah/gaii dibayarkan..
anggal berikutnya ap?.bﬂa tanggal satu jatuh pada hari libur,

1-01 l\«, Halamag 4 dari 7 halaman

secara langsung untuk senap bulan pada tanggal 1 (satu) atau



